


4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286); : \

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400); 4

Perencanaan Pembangunan Nasio baran Negara

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun @@t&mg Sistemn
O 1

Republik Indonesia Tah 2004& 04, Tambahan
Lembaran Negara Replbhiky] d@ omor 4421);

8. Undang-Undang \bor ahun 2004 tentang
Perimbangan ﬁ.ﬁngan a Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan er. mbaran Negara Republik
Indonesi : 0§wmor 126, Tambahan Lembaran
Negara &1 ia Nomor 4438);

9. Uadang-Und omor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
ah dan| Retfibusi Daerah (Lembaran Negara Republik

a
%ﬁnesia un 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

\ eg ublik Indonesia Nomor 5049);
Q g-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
?\ gentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
@ 2gara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6 5234);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340j);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomo, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indo Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan an Pemerintah
Nomor 65 Tahun 20 (Le Negara Republik

Indonesia Tahun 2 ambahan Lembaran
Negara Republik Indo 5 55};

16. Peraturan Pe 58 Tahun 2005 tentang

Pengelola aerah (Lembaran Negara Republik
Indonesi aJ?’Qmor 140, Tambahan Lembaran
Negara ia Nomor 4578);

17 an tah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
P n ¥S nan dan Penerapan Standar Pelayanan
an Negara Republik Indonesia Tahun 2005

omo Tambahan Lembaran Negara Republik
nd n omor 4585);
?\ ran Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

doman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran

6 Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);



21.

22,

23,

24.

23.

26.

28.

29.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 20
Daerah (Lembaran Negara Republik Indene
Nomor 5, Tambahan Lembaran Nega :
Nomor 5272);

Peraturan Pemerin or un 2017 tentang Hak
Keuangan dan Admi atif B an dan Anggota Dewan
Perwakilan aer baran Negara Republik
Indonesia T No r 106, Tambahan Lembaran
Negara R omor 6057);

Peratur: am Negen Nomor 13 Tahun 2006
tenta Pengelolaan  Keuangan  Daerah

1ubah beberapa kali terakhir dengan
eri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

egara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

an Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
g Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
g bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
aerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14
Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 541};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);



30. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO
dan
WALIKOTA METRO
MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN

2017.

Pasal 1 Q~
Anggaran Pendapatan dan j ahun Anggaran 2017
semula berjumlah Rp. %‘ Z. 1 er"ambah sejumlah Rp.

92.354.169.742,- sehin jadi 6.125.766.877 .- dengan
rincian sebagai benk@
} Pendap

Se p 354 761.408
64.668.332.021

ibah
Pen@ etelah Perubahan Rp. 884.023.093.429
@). Bc%

843.771.597. 135

ah Rp .354.169.742
%elama setelah F’erubahan Rp. 936.125.766.877

Defisit setelah Perubahan Rp. (52.102.673.448)

m ayaan
Penerimaan
a. Semula Rp. 25.916.835.727
b. Bertambah Rp. 27.685.837.721
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 53.602.673.448
b. Pengeluaran
a. Semula Rp. 1.500.000.000
b. Bertambah Rp. 7 0
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 1.500.000.000

Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan Rp. 52.102.673.448
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Rp. -
perubahan



Pasal 2

(1 ). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri
dari : )
a. Pendapatan Asli Daerah
a. Semula Rp. 127.386.258.021
b. Bertambah Rp. 2.048.123.578
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Rp. 129.434.381.599

perubahan
b. Dana Perimbangan
a. Semula Rp. 631.263.755.000
b. Bertambah Rp.  42.800.208.443
Jumlah Dana Perimbangan setelah Rp. 674.063.963.443
Perubahan

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah
a. Semula Rp. 60.704.748.387
b. Berftambah Rp. 19.820.000.000

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah y 80.524.748.387
sah setelah perubahan

( 2 ). Pendapatan Asli Dacrah aksud dalam Pasal 2

jem’ atan :

a. Pajak Daer
.431.310
21.300.000

a. Semul

b. Bertamb 1

Jumlah ? & perubahan Rp.  17.063.731.310

, \Semu P. 6.067.270.000

. Berkuran! Rp. (120.046.000) P
\ Re Daerah setelah Rp. 5.947.224.000

O §Penge101aan kekayaan daerah yang dipisahkan

Semula Rp. 4.418.100.707

Q Berkurang Rp. (515.202.322) Nt ol
ah Hasil Pengelolaan kekayaan daerah Rp. 3.902.898.385
ang dipisahkan setelah perubahan

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

a. Semula Rp. 101.258.456.004

b. Bertambah Rp. 1.262.071.900
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah ~ Rp. 102.520.527.904,
yang sah setelah perubahan -

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
a. DBagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
a. Semula Rp. 27.398.008.000
b. Bertambah Rp. 1.009.106.443
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan Rp.  28.407.114.443



b. Dana Alokasi Umum
a. Semula Rp. 463.881.055.000
b. Berkurang Rp. (8.148.898.000)
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Rp. 455.732.157.000
perubahan
c. Dana Alokasi Khusus
- Dana Alokasi Khusus Fisik
a. Semula Rp.  84.078.000.000
b. Bertambah Rp.  49.940.000.00C
Jumlah Dana Alokasi Khusus Fisik Rp. 134.018.000.000

setelah perubahan

- Dana Alokasi Khusus Non Fisik

a. Semula Rp. 55.906.692.000
b. Bertambah Rp. 0

Jumlah Dana Alokasi Khusus Non Rp.  55.906.692.000
Fisik setelah perubahan

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaing
dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri dari @
a. DBagi Hasil Pajak dari vinsi a pemermtah daerah
lainnya &
a. Semula @ 204.

b. Bertambah

O
2
5 O = = &
Jumlah Dana Bagi H ajak d Rp. 53.204.748.387

Propinsi setel an
b. Dana P ‘ omi khusus
7 500.000000
0

Ju Dana @ suaian dan otonomi Rp. 7.500.000.000
kh telji perubahan

antuan “Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah

O Emula Rp. -
’ rtambah  Rp. -
:?‘ Bantuan keuangan dari provinsi Rp. -
u dari pemerintah daerah lainnya
@ @etelah perubahan
d. Pendapatan Lain-Lain
a. Semula Rp. =
b. Bertambah Rp. 19.820.000.000
Jumlah Pendapatan Lain-Lain setelah Rp. 15.820.000.000
perubahan
Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari
a. Belanja Tidak Langsung
a. Semula Rp. 371.028.247.934
b. Bertambah Rp. 11.713.343.310
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Rp. 382.741.591.244
perubahan



b. Belanja Langsung

a. Semula Rp. 472.743.349.201

b. Bertambah Rp. 80.640.826.432
Jumlah Belanja Langsung setelah Rp. 553.384.175.633
perubahan

(2) Belanja Tidak Langsung sebaga;mana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja Pegawai
a. Semula Rp. 363.295.514.934
b. Bertambah Rp. 11.783.500.000
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 375.079.014.934

b. Belanja Hibah

a. Semula Rp. 5.848.450.000
b. Berkurang Rp. (70.156.690) e
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp 5.778.293.310

c. Belanja Bantuan Sosial
a. Semula Rp. -
b. Bertambah Rp. - Q
Jumlah Belanja Bantuan \Sgsial &h Rp. .
perubahan %
d. Belanja BantuE@n an a Provinsi/Kabupaten/Kota

dan Peme sa
a Semula 4.283.000
Jumlah an Keuangan setelah Rp. 1.384.283.000
perubah
Qduga

500.000.000
\ ert bah Rp 0
O Jum%elan;a Tidak Terduga setelah Rp. 500.000.000
; (3 «u a Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
@1 f a terdiri dari jenis belanja :

Belanja Pegawai
a. Semula Rp. 37.703.914.766
b. Berkurang Rp.  (2.478.053.268)
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 38.208.337.196

b. Belanja Barang dan Jasa

a. Semula Rp. 252.435.139.924

b. Bertambah Rp. 17.254.144.001
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Rp. 222.724.775.596
perubahan

c. Belanja Modal
a. Semula Rp. 182.604.294.511
b. Bertambah Rp. 66.761.912.218
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp. 260.445.485.017



Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdini

dari :
a. Penerimaan Pembiayaan
a. Semula Rp. 25.916.835.727
b. Bertambah Rp. 27.685.837.721
Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp.  53.602.673.448
b. Pengeluaran Pembiayaan
a. Semula Rp. 1.500.000.000
b. Berkurang Rp. Mt 0 St oSl
Jumilah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 1.500.000.000

(2) Penerimaan scbagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari
jenis pembiayaan :
a. Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya
a. Semula Rp. 25.916.835.727

b. Bertambah Rp. 27.685.837.721
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Tahu 53.602.673.448

Anggaran Sebelumnya setelah perubaz@

a. Semula

b. Bertambah, K §Rp.

Jumlah Penerim b}m earah Rp. -
setelah perub

( 3) Pengeluar éun a%ksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf

b terdiri %u s p&ia an :

a. Fenyertaan vestasi) pemerintah daerah
aN\Se ulaw1 Rp. 1,500,000,000
: b Rp

ert 0
: taan modal  (investasi) Rp. -
rah setelah perubahan
mbayaran Pokok Utang
Rp. -

Bertambah  Rp. -

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. LampiranI Ringkasan Perubahan APBD,;

2. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD menurut
Urusan  Pemerintahan  Daerah  dan
Organisasi;

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi,

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;



4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program
dan Kegiatan;

5. LampiranV Rekapitulasi Belanja Daerah  untuk
Kesclarasan dan Keterpaduan Urusan
Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per-
Golongan dan Per-Jabatan;

Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;

8. Lampiran VIl  Daftar Penyertaan Modal (Investasi)
Daerah;

9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan  dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah;

~I

Pasal 6
Walikota menetapkan Peraturan Wahko tang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pend an ja Daerah sebagai
landasan operasional pclaks un Anggaran 2017.
Peraturan Daerah it a;l berl pada tanggal diundangkan.

Agar setiap oran uihya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Dagfah "ini penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kotg Metro.

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 28 September 2017

('9 7 waimona werro,
@v@

——— _

Diundangkan di Metro
pada tanggal 28 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2017 NOMOR 07

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA METRO, PROVINSI
LAMPUNG : { 07/533/MTR/2017)



	BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

